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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya terkait 

alasan pembatalan putusan arbitrase di luar UU Arbitrase, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembatalan putusan arbitrase merupakan upaya hukum yang luar biasa 

dan bersifat limitatif, sehingga tanpa dipenuhinya unsur-unsur 

sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase, pembatalan putusan 

arbitrase seharusnya tidak dapat dibatalkan. Walaupun demikian, pada 

praktiknya terdapat beberapa putusan arbitrase yang dibatalkan 

dengan menggunakan alasan lain selain yang telah ditentukan.   

i. Secara teoritis, Arbitrase merupakan metode penyelesaian 

sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, sehingga 

terhadap proses penyelesaiannya campur tangan pengadilan 

sangat dibatasi. Oleh karena itu, alasan pembatalan putusan 

arbitrase harus bersifat limitatif untuk meminimalisir 

intervensi dari pengadilan.  

ii. Secara filosofis, adanya sifat limitatif dalam alasan 

pembatalan putusan arbitrase adalah karena pembentuk 

undang-undang bermaksud mempersempit alasan-alasan 

yang dapat digunakan untuk membatalkan putusan arbitrase, 

sebagai upaya untuk meningkatkan kredibilitas dan finalitas 

putusan arbitrase, sehingga dapat menjadikan Indonesia 

sebagai pusat arbitrase internasional yang terpercaya, untuk 

dapat mengundang investor asing guna menguntungkan 

kondisi perekonomian nasional.  
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iii. Secara yuridis, Pasal 60 UU Arbitrase menegaskan bahwa 

putusan arbitrase merupakan putusan yang final dan 

mengikat, yang meniadakan upaya hukum berupa banding 

dan kasasi, namun tetap memperbolehkan adanya upaya 

hukum berupa pembatalan putusan arbitrase. Oleh karena 

itu, pembatalan putusan arbitrase merupakan upaya hukum 

terakhir yang seharusnya diatur secara limitatif, mengingat 

pembatalan putusan arbitrase merupakan satu-satunya upaya 

hukum terhadap suatu putusan arbitrase yang telah diatur 

sedemikian rupa untuk tidak menyalahi asas final dan 

mengikat. Selain itu, perluasan alasan pembatalan putusan 

arbitrase yang dilakukan dengan tidak merujuk pada 

peraturan perundang-undangan yang jelas seharusnya tidak 

dapat dibenarkan, karena perluasan seharusnya hanya dapat 

dilakukan apabila didasari oleh norma hukum yang berlaku.  

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pada dasarnya alasan 

pembatalan putusan arbitrase harus bersifat tetap bersifat limitatif. 

Walaupun kemudian alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 

UU Arbitrase tersebut kemudian diperluas, maka terhadap perluasan 

tersebut harus dibatasi dan diatur dengan jelas dalam peraturan 

perundang-undangan agar tidak menyimpangi tujuan awal pembentuk 

undang-undang yang bermaksud untuk meminimalisir penempuhan 

upaya pembatalan putusan arbitrase.  

 

2. Selain dapat memberikan kepastian hukum, dampak yang akan timbul 

apabila alasan pembatalan putusan arbitrase dibiarkan bersifat limitatif 

antara lain akan memperkuat kedudukan arbitrase sebagai salah satu 
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alternatif penyelesaian sengketa karena pengaturan serta proses 

penyelesaiannya telah pasti serta dapat diandalkan tanpa campur 

tangan pengadilan.  

Mengingat bahwa salah satu kelebihan arbitrase adalah bersifat 

tertutup, maka apabila alasan pembatalan putusan arbitrase diperluas 

secara tidak beraturan, kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan 

permohonan pembatalan ke pengadilan akan terbuka lebar. Sehingga 

apabila permohonan tersebut dikabulkan dengan tidak merujuk pada 

ketentuan yang ada, perkara yang disengketakan akan menjadi terbuka 

secara cuma-cuma dan diketahui oleh publik. Oleh karenanya, sifat 

tertutup yang dimiliki oleh arbitrase tidak lagi memiliki kekuatan 

seperti saat alasan pembatalan putusan arbitrase masih bersifat 

limitatif sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Hal ini tentu akan melahirkan keraguan serta 

ketidakpercayaan para pelaku bisnis, sehingga mengurangi minat 

masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.  

 

5.2 Saran 

1. Berkaitan dengan adanya interpretasi yang bertentangan terhadap alasan 

pembatalan putusan arbitrase sebagaimana telah diatur dalam Pasal 70 

UU Arbitrase, maka menurut Penulis perlu untuk menegaskan asas final 

dan mengikat dalam putusan arbitrase serta sifat limitatif yang dimiliki 

oleh Pasal 70 UU Arbitrase. Hal ini dapat dilakukan dengan 

memperbaharui UU Arbitrase. Menurut Penulis, sifat limitatif tersebut 

perlu untuk dijelaskan secara tersurat untuk menghindari adanya 

multitafsir terhadap ketentuan alasan pembatalan putusan arbitrase, 

sehingga kepastian hukum dapat dipertahankan.  
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2. Apabila dalam keadaan tertentu di mana perluasan alasan pembatalan 

putusan arbitrase harus dilakukan, maka sekiranya menurut Penulis 

terhadap perluasan tersebut perlu diatur dalam suatu peraturan yang berisi 

pedoman mengenai batasan untuk menentukan sejauh mana penggunaan 

alasan-alasan di luar Pasal 70 UU Arbitrase dapat diterapkan. Sehingga, 

perluasan tersebut bukan hanya semata-mata diberlakukan dalam praktik 

berdasarkan yurisprudensi yang telah ada sebagai dasar hukumnya, 

melainkan perlunya dibuat pembaharuan terhadap UU Arbitrase sehingga 

pengaturannya lebih bersifat mengikat. Jika hal demikian hendak 

dilakukan, maka Penulis berpendapat bahwa perluasan itu sekiranya 

dilakukan dengan mengacu pada beberapa alasan pembatalan yang diatur 

dalam konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh 

Indonesia, yang tidak bertentangan dengan ketentuan lain dalam 

peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu, menurut hemat 

Penulis, perluasan atas alasan pembatalan putusan arbitrase juga 

sekiranya dilakukan hanya untuk menaungi alasan-alasan yang bersifat 

fundamental, yang tidak memiliki jalan lain selain melalui pembatalan 

putusan arbitrase untuk menyelesaikannya. Dengan kata lain, pembatalan 

putusan arbitrase sebisa mungkin dijadikan sebagai upaya hukum terakhir 

yang dapat ditempuh oleh para pihak.  
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